SALINAN
NOMOR 34, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a

Mengingat : 1.

WALIKOTA MALANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan
Pajak Daerah dari sektor Pajak Reklame, perlu
menyesuaikan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang
merupakan hasil penjumlahan Nilai Jual Objek
Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis (NS);

bahwa tata cara pembayaran pajak daerah yang
telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wadikota Malang Nomor 32 Tahun 2013, perlu

dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan

Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota  Malang
Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 62);



15. Peraturan

M enetapkan

Daerah

Kota

Malang

Nomor

16

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan

L embaran Daerah Kota Maang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PENYETORAN,

PEMBAYARAN,
PEMBAYARAN,

ANGSURAN

DAN

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

Pasal |

TEMPAT
PENUNDAAN

Ketentuan Lampiran | Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran,

Tempat

Pembayaran,

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013,
diubah sebagai berikut :

TARIF PAJAK REKLAME

I. Tarif Pgjak Reklame Tetap dengan M asa Pajak 1 Tahun

KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK

KLASIFIKASI
JENISREKLAME |, " c Jal AN NILA] NILA]
N(\I]ch))? STRATEGIS SEWA PAJAK
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6
BILLBOARD, A 1.275.000 | 1.125.000| 2.400.000| 480.000
TEMBOK/TUGU, B 1.275.000 750.000 | 2.025.000| 405.000
f‘; gZ'F’E':"QmE'SN C 1.275.000 562.500 | 1.837.500 | 367.500
SIGN, PRISVIATEK D 1.275.000 450.000 | 1.725.000 345.000

A 2.250.000 | 2.250.000 | 4.500.000 | 900.000
BILLBOARD B 2.250.000 | 1.800.000| 4.050.000| 810.000
DISINARI C 2.250.000 | 1.350.000| 3.600.000| 720.000
D 2.250.000 900.000 | 3.150.000 | 630.000
A 15.000.000 | 4.500.000 | 19.500.000 | 3.900.000
MEGATRON , TV B 15.000.000 | 3.750.000 | 18.750.000 | 3.750.000
MEDIA C 15.000.000 | 3.000.000 | 18.000.000 | 3.600.000
D 15.000.000 | 2.250.000 | 17.250.000 | 3.450.000
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A 10.800.000 | 4.200.000 | 15.000.000 | 3.000.000
IPLAY BOARD B 10.800.000 | 3.000.000 | 13.800.000 | 2.760.000
C 10.800.000 | 2.250.000 | 13.050.000 | 2.610.000
D 10.800.000 | 1.800.000 | 12.600.000 | 2.520.000
BANDO JALAN A 2.700.000 | 2.550.000| 5.250.000 | 1.050.000
JEMBATAN ’ B 2.700.000 2.100.000 | 4.800.000 960.000
PENYEBRANGAN C 2.700.000 | 1.650.000| 4.350.000| 870.000
(JPO) D 2.700.000 | 1.050.000| 3.750.000| 750.000
A 1.950.000| 1.800.000| 3.750.000| 750.000
B 1.950.000| 1.575.000| 3.525.000| 705.000
NEON BOX
C 1.950.000| 1.350.000| 3.300.000| 660.000
D 1.950.000| 1.125.000| 3.075.000| 615.000
A 900.000 750.000 | 1.650.000| 330.000
MINI' JUMBO B 900.000 525.000 | 1.425.000| 285.000
BOARD, BUS
HELTER cC 900.000 375.000| 1.275.000| 255.000
D 900.000 300.000| 1.200.000| 240.000
A 1.425.000| 1.425.000| 2.850.000| 570.000
B 1.425.000 975.000 | 2.400.000 | 480.000
ROMBONG
C 1.425.000 825.000| 2.250.000| 450.000
D 1.425.000 600.000 | 2.025.000| 405.000
KENDARAAN DAN
SEJENISNY A 1.650.000 | 2.550.000 | 4.200.000| 840.000
Il. Tarif Pajak Reklame lnsidentil dengan M asa Pajak 1 Bulan
NILAI NILAI
JENISREKLAME F'};'Giﬁ '\('é(p)'? STRATEGIS| SEWA P(A;Sf
' (Rp.) (Rp.) '
1 2 3 4 5 6
UDARA atau unit/ 18.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 6.000.000
BALON bulan
unit/
SLIDE FILM bulan 4.500.000 | 1.800.000| 6.300.000 | 1.260.000
APUNG ES';/] 18.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 6.000.000
FLAGHTCHAIN bulan/m?2 90.000 15.000 135.000 27.000
I1l. Tarif Pajak Reklame Insidentil dengan Masa Pajak 1 Hari
NILAI NILAI
NJOR PAJAK
JENISREKLAME F"\,/IA:A]\Z“; STRATEGIS| SEWA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
2
SPANDUK. UMBUL- bulan/m 150.000 450.000 | 600.000| 120.000
UMBUL, V.BANNER,
SUN SCREEN minggu/mg ) ) ) 30.000
hari/m? - - - 6.000




BALIHO bulan/m2 | 1.050.000 525.000 | 1.575.000 315.000
minggu/m2 - - - 78.750
hari/m2 - - - 15.750
TENDA bulan/m? - - - 120.000
minggu/m? - - - 30.000
hari/ m2 - - - 6.000
PENGARAH JALUR hari/mz2 - - - 7.500
IV. Tarif Pajak Reklame Insidentil dengan Masa Pajak 1 Kali
Penyelenggar aan
NILAI NILAI
NJOR PAJAK
JENISREKLAME FI’\//IAI\AJ\iI“; STRATEGIS| SEWA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
PERAGAAN/PAMERAN . - - -
DEMO unit 750.000
POSTER, STIKER dan m2 180.000 45.000 | 225.000 | 45.000
sgjenisnya
SELEBARAN,
LEAFLET/BROSUR lembar 12.000 - 12.000 2.400
BERWARNA
SELEBARAN,
LEAFLET/BROSUR TIDAK | lembar 4.500 - 4.500 900
BERWARNA
Pasal I
Peraturan Walikotaini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Malang.

Diundangkan di Malang

pada tanggal 21

Oktober

Ditetapkan di Malang
padatanggal 21 Oktober 2013

2013

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG

ttd.

Dr.Drs. H. SHOFWAN, SH, M.S

ttd.

WALIKOTA MALANG,

H.MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. |
NI P. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 34

Pembina Utama M adya
NI P. 19580415 198403 1 012

6



